BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa Fungsi BKD adalah untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan jabatan Pegawai negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Serta Pertama,
sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. Kedua, melakukan
fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi
peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan
PNS. Apabila tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat, sehingga desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah
kabupaten dan pemerintah kota, maka PNS pada daerah-daerah tersebut mengerti
benar keinginan dan harapan masyarakat setempat. Ketiga, PNS harus mampu
mengelola pemerintahan.

2. Bahwa upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bone Bolango
terhadap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, antara lain: a). Upaya
pengawasan, b). Upaya Pemeriksaan administratif.c). Upaya Transparansi hasil

ujian, d). Upaya Ujian Kompetensi Daerah.
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5.2 Saran
Adapun menurut saran peneliti untuk memaksimalkan pengankatan calon
pegawai negeri sipil (CPNS), antara lain :

a). Agar setiap pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan
pemerintah daerah kabupaten bone bolango haruslah di lakukan pengawasan,
pemantauan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat atau stokholder yang
ada guna memaksimalkan tidak ada kecurangan dalam seleksi tersebut serta
harus ada koordinasi kepala daerah dan masyarakat serta stockholder yang ada
sehingga tercipta adanya transparansi serta wujud kerja sama yang baik dalam
seleksi pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

b). Agar nantinya Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Bone
Bolango lebih mengedepankan peraturan yang berlaku dan lebih

mengedepankan pengawasan.
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